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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, maka dapat menarik 

kesimpulan, yakni sebagai berikut: 

1. Peran rumah sakit dalam pemenuhan hak pasien kaitannya dengan informed 

consent di Rumah Sakit Prof. Dr. H. Aloei Saboe pelaksanaan informed consent 

belum terlaksana dengan maksimal, sebagian tenaga kesehatan tidak 

memberikan penjelasan tentang tindakan medis yang akan dilakukannya karena 

adanya beberapa hal yang mempengaruhi dokter dan perawat dalam memberikan 

penjelasan tindakan medik yaitu tenaga kesehatan tidak sebanding dengan 

banyaknya pasien, kebiasaan dokter untuk mendelegasikan tugasnya kepada 

tenaga kesehatan dalam hal ini perawat dalam melakukan tindakan medis tanpa 

melakukan evaluasi berupa tanya jawab kepada perawat yang diberikan 

tanggungjawab, yang belum sepenuhnya memahami dampak yang timbul atas 

kesalahan/kelalaian yang dapat merugikan pasien, Dari segi admnistrasi atau 

pendataan (rekam medik) sudah dilaksanakan dengan baik dan rumah sakit 

sudah memiliki SOP dalam menjalankan tugasnya. 

2.  Kendala-kendala yang dihadapi oleh pasien dalam mendapatkan informed 

consent bagi pasien, kurangnya tingkat pendidikan pasien, bahasa yang 

digunakan untuk menjelaskan mengenai tindakan medis yang dilakukan oleh 

dokter terlalu teknis, perilaku pasien atau keluarga pasien dalam keadaan stress 
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emosional sehingga tidak mampu mencerna informasi, perilaku dokter yang 

terlihat terburu-buru atau tidak perhatian, atau tidak ada waktu untuk tanya 

jawab dengan pasien atau kelurga pasien dan nilai sosial dan budaya. 

5.2  Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, peneliti memberikan 

beberapa saran dan masukan agar pemberian informed consent dengan 

memperhatikan hak-hak pasien dalam menjalani tindakan medis dapat berjalan sesuai 

mekanisme yang ada: 

1. Informed consent ini masih banyak pasien yang belum mengetahui sejauh 

mana hak sebagai penerima pelayanan kesehatan, dalam hal ini dokter harus 

meningkatkan pelayanan kesehatan bagi pasien yang ingin memperoleh 

haknya, sehingga peneliti berharap adanya komunikasi secara efektif antara 

dokter dan pasien, dan juga sebaiknya dokter yang melakukan delegasi kepada 

perawat harus secara efektif melakukan evaluasi tanya jawab terhadap 

tindakan medis yang dilakukan agar tidak terjadi keselahan atau kelalaian 

yang ditimbulkan yang dapat merugikan pasien. 

2. Peran rumah sakit terhadap pasien terkait informed consent yang dibuat antara 

pasien atau keluarga pasien dan dokter harus dibuat komunikasi berbasis 

elektornik untuk berinteraksi mengenai informasi medis, dan juga di rumah 

sakit didukung dengan lingkungan yang memiliki internet/wifi, sehingga 

komunikasi tetap berjalan walaupun dokter dan pasien atau keluarga pasien 

tidak saling bertatap muka. Harus selalu mengutumakan hak-hak pasien sesuai 
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dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tentang Hak Asasi 

Manusia (HAM) harus terus diperhatikan dan ketentuan ini diharapkan dapat 

meningkatkatn kesejahteraan pasien yang ingin memperoleh kesehatan. 
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